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FGD LHKP PWM DIY: Toko Moderen Berjejaring Ancaman
Serius Bagi UKM

Senin, 28-03-2016

 

Muhammadiyah DIY Serukan Perlindungan untuk Usaha Kecil

 

TRIBUNnews.COM, KULONPROGO - Kehadiran toko modern dan berjejaring telah menjadi ancaman
serius bagi pelaku usaha kecil di masyarakat. Menyikapi hal itu, Pimpinan Wilayah MuhammadiyahDIY
mendesak pemerintah melakukan revisi undang-undang agar usaha kecil milik masyarakat terlindungi.

 

Ketua Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP) PWM DIY, Suwandi, menyatakan hal itu saat acara
Forum Discussion Group (FGD) mengenai masalah Perlindungan Pasar Tradisional di Kulonprogo,
Minggu (27/3/2016). Menurutnya, sesuai hasil hasil muktamar, Muhammadiyah wajib memberikan
advokasi kepada pelaku UMKM. Pasalnya, keberadaan toko modern dan berjejaring yang kini telah
dilegalkan pemerintah semakin hari kian bebas bergerak dan tumbuh di tengah masyarakat. Praktis,
kondisi demikian menjadi ancaman bagi pelaku usaha kecil di masyarakat. "Kami berencana mengajukan
judicial review soal aturan UU yang mengatur perlindungan usaha kecil ini," kata Suwandi.

 

Perbincangan berupa forum diskusi, menurutnya, bakal digalakkan sekaligus memberikan penyadaran
kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil. Intinya, masyarakat diharapkan memahami dampak
keberadaan toko modern sehingga lebih bijak untuk memilih pasar tradisional mengingat itu merupakan
milik rakyat. "Karena semakin hari pasti ada pengaruh, penurunan pendapatan usaha kecil. Jadi mari kita
kawal," katanya.

 

Anggota DPD RI, Afnan Hadikusumo, menyatakan permasalahan toko modern di tengah masyarakat
sudah menjadi bahasan di tingkat pusat. Menurutnya, DPD membentuk panitia kerja untuk mengajak
masyarakat mencintai pasar tradisional. Tokoh Muhammadiyah DIY ini mengatakan langkah DPD RI
sejauh ini sejalan dengan apa yang menjadi konsentrasinya. Sebab itu, ide dan upaya memberikan
perlindungan terhadap pengusaha kecil di masyarakat dapat diperjuangkan bersama. "Saya kira memang
penting untuk merevisi undang-undang penguatan pasar tradisional," ujarnya.
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Afnan mengatakan DPD juga bermaksud memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Intinya,
DPD mendesak pemerintah memfasilitasi pasar tradisional agar semakin mengarah pada pelayanan dan
kondisi pasar yang higienis. Gambarannya, selain pasar bersih, dan lengkap ketersediaan barangnya,
harga juga harus lebih murah dibanding produk di toko modern. "Maka ini perlu ada koordinasi dengan
distributornya," lanjut Afnan. (tribunjogja.com)
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